
: a. bahwa mengingat anggaran untuk 
Panitia Pengawas Pernilihan Umum 
Kabupaten Nias dalam rangka 
mendukung kegiatan Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Nias belum cukup 
tersedia dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Nias 
Tahun Anggaran 2015, maka 
Pemerintah Daerah menganggarkan 
pendanaannya mendahului penetapan . 
Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Angggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten · Nias Tahun 
Anggaran 2015 dengan melakukan 
Perubahan Peraturan Kepala Daerah 

Menimbang 

BOPATI NIAS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BOPATI NIAS 
NOMOR 10 TAHON 2015 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDOA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 28 TAHON 2014 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN NIAS 

TAHUN ANGGARAN 2015 

SERI :A NOMOR: 13 

11 BERITA DAERAH 
KABUPATEN NIAS 



1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 
Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a 
di atas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Nias ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 
ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015; 

ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias dan selanjutnya 
diusulkan dalam Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan W akil Bupati 
serta Walikota clan Wakil Walikota; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3312), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
1 997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

S. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik [ndonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2004 ten tang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistim Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 



14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 ten tang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubemur dan Wakil 
Guberriur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 ten tang 
Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5678); 

15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2015 ten tang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2014 ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5669); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nornor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2001 ten tang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416), sebagaimana telah : 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 



8 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tam bah an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4585); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Iristansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 



29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-U ndang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539); 
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33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5558), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2015 ten tang Perubahan 
atas Peraturan Pernerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5694); 

34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 ten tang Pedoman Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah, 
sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Pera tu.ran 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 ten tang Pedoman Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 

35. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2015 ten tang Rincian Anggaran 
Peridapatan dan Belanja Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 56); 
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36. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagairnana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedornan Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nornor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Pem berian Hibah clan Bantuan Sosial 
yang Bersurnber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dar. Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015; 
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2093) 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Dana Kegi.atan Pemilihan Gubemur dan 
Wakil Guberrrur, Bupati dan Wakil 
Bupati serta Walikota dan Wakil 
Walikota; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Nias (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 
Nomor 12 Seri E); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2011 Nomor 7 Seri E); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2011-2016 [Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 
13 Seri E:); 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 3 Tahun 2013 ten tang 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Nomor 3 Seri: E); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Dana Bergulir yang 
Bersurnber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Nias 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2013 Nomor 4 Seri E); 

4 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 5 
Seri A); 

48. Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 
2013 ten tang Penetapan Akademi 
Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah 
Kabupaten Nias Sebagai Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten 
Nias (Serita Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 4 Seri; E); 

49. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 
Tahun 2013 tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Nias Tahun 2013 Nomor 215 Seri E); 
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50. Peraturan Bupati Nias Nomor 36 
Tahun 2013 tentang Kebijakan 
Akuntansi Keuangan Daerah 
Kabupaten Nias (Berita Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 
216 Seri A); 

51. Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 
2014 tentang Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) 
Kabupaten Nias Tahun 2015 (Berita 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 
Nomor 10 Seri E); 

52. Peraturan Bupati Nias Nomor 22 Tahun 
2014 ten tang Pembentukan Organisasi 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Nias tanggal 19 
September 2014 (Berita Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 22 
Seri E); 

53. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Beianja Daerah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 
(Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 
28 Tahun 2014 Seri E); 
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2. Belanja 
1} Semula Rp. 649.107.779.282,- 
2) Bertambah Rp. 2.500.000.000,- 

Jumlah Belanja 
setelah perubahan Rg. 65 L§Q7. 779.284.,- 
Defisit setelah Perubahan {Rp. 56.503.327 .282.-) 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 
semula berjumlah Rp. 649.107.779.282.- bertambah 
sejumlah Rp. 2.500.000.000,- sehingga menjadi 
Rp. 651.607.779.282,- dengan rincian sebagai berikut . 
1. Pendapatan 

a. Semula Rp. 560.862.392.525.- 
b. Bertambah Rp. 34.242.059.475.- 

Jumlah Pendapatan 
setelah perubahan Rp. 595.104.452.000.- 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
BUPATI NIAS NOMOR 28 TAHON 2014 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 
2015. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nias ini. 

Pasal 3 

Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nias ini. 

Jumlah Pembiayaan Netto 
setelah perubahan Rp. 61. 998.343.696,- 
Sisa lebih Pembiayaan 
Anggaran tahun berkenaan Rp. 5.495.016.414.- 

Rp. 1.000.000.000,- 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 1.000.000.000,- 
2) Bertambah _R~P-·~~~~~~ 

Jumlah Pengeluaran 
setelah perubahan 

Rp. 62.998.343.696,- setelah peru bahan 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 60.498.343.696,- 
2) Bertambah Rp. 2.500.000.0001- 

Jumlah Penerimaan 
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Pasal 6 
Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias 
Nomor 28 Tahun 2014 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
Nias mi, dituangkan lebih lanjut dalarn Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 
dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, atau 
dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran {LRA} 
Pemerintah Ka bu paten Nias Tahun Anggaran 2015, apabila 
telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah atau tidak melakukan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015. 

Pasal 4 

Larnpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
Pasal 3 tersebut di atas merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHON 2015 NOMOR : 13 SERI : A 

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 8 Juni 2015 

SEKRETARIS DAERAH ij1\llUPATEN NIAS, 
: / 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 8 Juni 2015 

BuPATI NIAS, 
ttd 

SOKHIATULO LAOLI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati Nias 101 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 




